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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPT]TUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. z7s /M.PPN/O8/2OO3

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPT-ITUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAT/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR: KEP. 266IM.PPN /05/2003 TENTANG PEMBENTUKAN FoRUM

KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
TINGKAT NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas PMT -AS

Tingkat Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan
Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nornor: Kep.
266IM.PPN/05 /2003 tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tingkat
Pusat, maka dipandang perlu untuk merubah susunan
keanggotaannya;

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tar-rtang Pemerintah
Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahuu 1999 tentang Perir.ubaugau
Keuarrgan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOO tentang ProSraul
Pembangunan Nasional (Propenas) 20OO -2004;

4. Undang-Undang NoI'nor 29 Tahun 2OO2 tentang Anggaratr
Pendapatan dan Relanja Negara Tahutr An8garall 2OO3;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentanS Pelaksanaan
Anqgatan Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan...

Menimbarrg
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PERTAMA

6. Keputusan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
bmbaga Pemerintah Non Deparlemen Sebagaimana Telal-r

Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengau Keputusan Presiden
Nomor 46 Tahun 2OO2;

7. Keputusan Presiden Republik Itrdonesia Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I I-en'rbaga Pemerintah
Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusal't
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002;

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1997 tanggal 15 Janu ari 7997
tentang Program Makairan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS)

Tingkat Pusat;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/4873/PMD,
tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pengendalian Prograr-n Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT -
AS ) tahun 1999/2OO0;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.O4/1231/PMD,
tanygal 20 September 2002 tentang Pedoman Umnur Progran.t
Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Tahun 2OO2;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERNNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.

266,/M.PPN/05/2OO3 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
(PMT.AS ) TINGKAT PUSAT.

Merubah lampiran Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nonror: KEP. 266IM.PPN/05 /2003 Tentang, Pembeutukan
Forrm Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -
AS) Tingkat Rrsat menjadi sebagaimana tercantunl dalar.u Laupiran
Keputusan ini.

KEDUA:...

8.

Memperhatikan : 1.

2.



KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dite tapkan dengan
ketentuan apablla di kemudian hari lerdapat kekeliman pada
keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagair-nana
mestinya.

Ditetapkan di Jakafia
PadaTanggal zg Agustus 2OO3

MENTERI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGU NAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PEREN

-'vr';t
AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWI GIE

'fembusan Keputusan iui sarrrraikan keoada Ytir.:
1 . Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Pertanian;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangtnan;
8. Inspektur Utama, Bappenas;
9. Ketua Umum Tim Penggerak PKK;
lo.Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
1 1.Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL / KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP.27s /M.PPN/08 /zOOs
TANGGAL : 29 Agustus 2OOs

Deputi Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dau
Kebudayaan

Ketua Umum Tim Penggerak PKK

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas

(1). Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen
Kesehatan;

(2). Diden Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen
Pendidikan Nasional;

(3). Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departeltlen
Agama;

(4). Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan,
Departemen Pertanian;

(5). Diq'en Bina Pembangunan Daerah, Departemen
Dalam Negeri;

(6). Diq'en Pemberdayaarr Masyarakat dan Desa,
Departemen Dalam Negeri;

(7). Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan;
(8). Deputi Bidang Administrasi, BPKP;
(9). Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan, Bappenas;
(10). Deputi Bidang Otononli Daerah dan PengembangarT

Regional, Bappenas;
(11). Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan

Sosial, Bappenas.

I. TIM PENGARAH

I Ketua
r-nerangkap
Anggota

Wakil Ketua
merangkap
Anggota

Sekretaris

Anggota

2

4

II. TIM...

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

TINGKAT PUSAT



II. TIM TEKNIS
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Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas

Direktur Agama dan Pendrdrkan, Bappenas

( 1). Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas;
(2). Direktur Analisis dan Fonnulasi Pendanaan, Bappenas ;
(3). Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan

Daerah, Bappenas;
(4). Direldur Gtzi Masyarakat, Ditjen Bina Kesehatan

Masy arakat, Departemen Kesehatan;
(5). Direktur Kesehatan Keluarga,Ditjen Bina Kesehatan

Masyatakat, Depaltemen Kesehatan;
(6). Direktur Pendidikan TK dan SD, Ditjen Pendidikan

Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan
Nasional;

(7). Direllur Madrasah dan Pendidikan Agama lslam pada
Sekolah Umum, Ditjen Kelembagaan Agama Islam,
Departemen ASama;

(8). Direktur Pendidikan Keagaman dan Pondok Pesantren,
Ditjen Kelembag aan Agama Islam, Departemen Agama;

(9). Kepala Pusat Pengembangan Konsumsr Pangan, Badan
Bimbingan Massal Ketahanan Pa:ngan, Departemer.r
Pertanian;

(10).Direktur Potensi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri;

(11).Direktur Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen
Dalam Negeri;

(12).Direktur PA I, Ditjen Anggaran, Deparlem en
Kerangan;

(13).Ketua Pokja III, TT PKK Pusat;
(14).Ketua Pokja IV, TP PKK Pusat.

1 . Ketua

2. Wakil Ketua

3. Anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

%,

KW KIAN GIE


